
 

 

 

 

 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR 9 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDOARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan 

Pemerintah 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

  b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Nomor 2014 

tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa 

Kendaraan Perorangan Dinas, perlu melakukan penyesuian 

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah              

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 



Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa 

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6847); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 2014 tenntang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27  Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor   6523); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Nomor 2014 tentang 

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan 

Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor  305, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Nomor 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Nomor 2014 

tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa 



Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor  127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6797); 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 

2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 78); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

dan 

BUPATI SIDOARJO 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH. 

 
Pasal I    

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78) diubah sebagai 

berikut: 

 
1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan diantara angka 15 dan 

angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1   

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sidoarjo.  

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.  

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo.  

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut 

disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang 

memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-

undangan.  

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut 

disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang 

memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 

sesuai peraturan perundang-undangan.  



6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 

disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 

disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap 

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan 

dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota 

DPRD.  

9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri 

dan mengikuti rapat-rapat dinas.  

10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap 

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena 

kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

DPRD.  

11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang 

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, 

Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, 

Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan 

Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan 

alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh 

rapat paripurna.  

12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil 

Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang 

tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh 

rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu 

dan khusus.  

13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI 

adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan 

kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.  

14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan 

reses.  

15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa 

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, pakaian dinas dan atribut, serta rumah negara 

dan perlengkapannya, Kendaraan Perorangan Dinas bagi 

pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan 

DPRD, tunjangan rumah negara dan perlengkapannya dan 

tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.  

15a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik 

Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang 

digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil 

Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan Pimpinan 



Dewan Perwakilan Ralryat Daerah untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Uang 

jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau 

mengakahiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat.  

16. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut 

Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan 

DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, 

dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD sehari-hari.  

17. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut 

disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

2. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 

terdiri atas:  

a. jaminan kesehatan;  

b. jaminan kecelakaan kerja;  

c. jaminan kematian; dan  

d. pakaian dinas dan atribut.  

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan 

berupa:  

a. rumah negara dan perlengkapannya;  

b. Kendaraan Perorangan Dinas; dan  

c. belanja rumah tangga. 

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan 

berupa:  

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan  

b. tunjangan transportasi. 

 

3. Judul Bagian Kelima BAB III, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

 

Bagian Kelima 

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta 

Tunjangan Kendaraan Perorangan Dinas dan Belanja Rumah 

Tangga bagi Pimpinan DPRD 

 

4. Ketentuan Pasal 19 diubah berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan 

perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas dan 

belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar peraturan 

perundang-undangan.  



(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat disediakan 

bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta 

kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan 

perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta 

Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan 

perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada APBD. 

 

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, 

rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 

perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik 

kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan 

pemberhentian masa jabatan. 

 

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 

perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan.  

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimksud pada 

ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah 

tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 

daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang 

disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat diubah.  

 

7. Ketentuan Ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi 

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan dan tunjangan transportasi.  



(2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi 

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 

terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.  

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 

terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

 

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta 

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. 

 

 

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau 

mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa 

pengabdian. 

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan 

dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: 

a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) 

tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) 

bulan uang representasi; 

b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun,  diberikan 

uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang 

representasi; 

c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun,  diberikan 

uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang 

representasi; 

d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan 

uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang 

representasi; dan 

e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan 

uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling 

banyak 6 (enam) bulan uang representasi. 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, 

uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 



Pasal II   

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 
Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 30 Agustus 2024 
 
   WAKIL BUPATI SIDOARJO, 

 
                    ttd 
 

                                                                               SUBANDI 
 

 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 30 Agustus 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 
 

             ttd 
   
FENNY APRIDAWATI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 186-

9/2024 

 



PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR 9 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

 

I. UMUM 

Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka DPRD harus 

mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Guna 

menunjang fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan hak keuangan 

dan administratif. 

Pengaturan mengenai pemberian hak keuangan dan administratif kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Pasal 28 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam 

perkembangannya, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Nomor 2014 tentang 

Penjualan Barang Milik Negara/daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.  

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas  

 

Angka 2 

Pasal 14 

Cukup jelas 

 

Angka 4 

Pasal 19 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang 

dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal 

atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang 

pelaksanaan tugas jabatan.  

 

 



Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Angka 5 

Pasal 20 

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. 

 

Angka 6 

Pasal 21 

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan barang 

milik negara/ daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan 

tugas dan fungsi kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah 

dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan. 

 

Angka 7 

Pasal 22 

Cukup jelas 

 

Angka 8 

Pasal 23 

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan 

Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan 

dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai, rumah negara dan 

perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas maka tidak dapat 

diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu 

pula sebaliknya. 

 

Angka 9 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

 

TAMBA TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 127HAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  NOMOR .....  


